
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan/ a tau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (LembaranNegara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

BUPATI MUNA, 
a. bahwa Penetapan Kriteria Penialian Risiko pada Peraturan 

Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Muna belum memuat ketentuan mengenai Matriks Analisis 
Risiko; 

b. bahwa Matriks Analisis Risiko dipandang perlu untuk 
dimuat dalam Penetapan Kriteria Penialian Risiko; 

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 53 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR /8 TAHUN 2023 

BUPATI MUNA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 4890); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 



PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI MUNA NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN MUNA. 

MEMUTUSKAN: 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman 
Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah; 

15. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

16. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian 
Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada 
Kementerian/ L/ PD; 

17. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan 
Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintahan 
Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2); 

19. Peraturan Bupati Muna Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muna (Berita Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 6); 

Menetapkan 



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR .f.f!. . 

RETARIS DAERAH, 

Diundangkan di Raha 
pada tanggal 0) · o7 - 2023 

PENGELOlA 
BAGIAN HUKUM 
ASISTEN 

DE MUHAMMAD RUSMAN EMBA 

Ditetapkan di Rah 
pada tanggal 

r --- 
PARAF KOORDIN. Sli 
UNIT /SA TUAN KERJA P RAF /TGL __ j 
SEKDA KAB. MUNA 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang 
kan. 
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Pasal I 

Ketentuan Angka II Huruf B Lampiran Peraturan Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2022 
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 53) diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Rating Dampak Keterangan Skala Nilai 
Sangat tinggi/ Mengancam program dan 5 
katastropik orgamsasi serta stakeholders. 

Kerugian sangat besar bagi 
organisasi dari segi keuangan 
maupun politis 

Besar Mengancam fungsi program yang 4 
efektif dan orgamsasr. Kerugian 
cukup besar bagi organisasi dari 
segi keuangan 
maupun politis 

Menengah/ medium Mengganggu administrasi 3 
program. Kerugian keuangan dan 
politis cukup besar. 

Kecil Mengancam efisiensi dan 2 
efektivitas beberapa aspek 
program. Kerugian kurang 
material dan sedikit 
mempengaruhi stakeholders. 

Sangat Dampaknya dapat ditangani pada 1 
rendah / tidak tahap kegiatan rutin. Kerugian 
signifikan kurang material dan tidak 

mempengaruhi stakeholders. 

1. Skala Dampak Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko 
dalam skala lima dan dengan jenjang dan deskripsi dampak sebagai 
berikut: 

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang 
sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup 
pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko 
yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai 
tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat 
diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian 
risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala 
Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai 
Risiko). 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR /fl TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 53 
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA. 
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Deskripsi Level Level dimulai Penanganan Risiko 
dari status 

Ekstrim 5 15 Risiko tidak dapat 
diterima 

Tinggi 4 10 Risiko tidak dapat 
diterima 

Moderat 3 5 Risiko tidak dapat 
diterima 

Rendah 2 3 Risiko dapat diterima 
Sangat Rendah 1 1 Risiko dapat diterima 

3. Skala Nilai Risiko 
Skala Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan 
Peta Risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas 
area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat 
diterima (unacceptable). 

Skala nilai untuk Peta Risiko: 

No Kemungkinan Kejadian Kejadian tunggal Skala 
Berulang (Probabilitas) Nilai 

(Frekuensi) 
1 Sangat Jarang Kemungkin Diabaikan 1 (0-lOo/o) 

an terjadi > Probabilitas sangat 
25 tahun kecil, mendekati 
kedepan nol 

2 Jarang Kemungkin Kecil kemungkinan 2 (10-30%) 
an terjadi tetapi tidak 
sekali dalam diabaikan 
25 tahun Probabilitas 
kedepan rendah, tetapi lebih 

bisa dari 
pada nol 

3 Kadang- Mungkin Kemungkinan 3 (30-50°/o) 
kadang terjadi kurang 

sekali dalam daripada 50%, 
10 Tahun tetapi masih cuku p 

besar 
Probabilitas kurang 
daripada 50°/o, 
tetapi masih cukup 
tinggi 

4 Sering Mungkin Mungkin tidak 4 ( 50-90°/o) 
terj adi kira- terjadi a tau 
kira sekali peluang 50/50 
dalam 1 
tahun 

5 Sangat Sering Dapat Kemungkinan 5 ( > 90°/o) 
terjadi terjadi > 50°/o 
beberapa 
kali dalam 
setahun 

2. Skala Probabilitas Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya skala 
lima dengan deskripsinya kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai 
berikut: 

- ii - 



Skala Risiko berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomo 3 Tahun 2023 

Warna Tingkat Risiko Deskripsi Status Risiko 
15-25 Sangat Tinggi 
10-14 Tinggi 

6-9 Se dang 
3-5 Rendah 
1-2 Sangat Rendah 

Keterangan: 

DAMPAK/KONSEKUENSI 
Sang at Menengah Sangat 

SKALA Rendah/Tidak Kesil Besar Tinggi / 
Signifikan / Medium Katastropik 

1 2 3 4 5 
~ Sangat 
trl 5 .. -j, ~ Sering 'V 

to c . 
::x> z Sering 4 I·-• - ~ :· - -- 

to O ' ' . -~ Kadang- ~ 
r-<- 3 -z Kadang >-3 ::x> - 
~-?: Jarang 2 

"Cl Sang at i:cl 1 0 Jarang 

5. Matriks analisis risiko 

4. Selera Risiko 
Berdasarkan skala nilai risiko, maka ambang batas nilai risiko yang 
masih dapat diterima dan berada dalam ambang batas besaran risiko 
yang masih bisa diterima dan tidak perlu dilakukan pengendalian 
lanjutan adalah risiko yang bemilai kurang dari 6. 

Selanjutnya, untuk area tinggi dan moderat menjadi prioritas 
penanganan berikutnya (risiko tidak dapat diterima), pada area rendah 
dan sangat rendah berarti dapat ditoleransi (risiko dapat diterima). 

- iii - 
Area yang menjadi prioritas perhatian Pemerintah Kabupaten Muna 
sesuai dengan selera risikonya atau preferensinya adalah level moderat 
sampai level ekstrim. Dalam tabel di atas, Area Ekstrim menunjukkan 
area yang mempunyai sisa risiko yang sangat tinggi yang berarti 
membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (risiko 
tidak dapat diterima). 

-. 


